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Abstrak 

Sehubungan dengan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia yang sedang berlangsung, 

khususnya program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, terdapat 

fokus untuk membangun Penggalian Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 

Industri. Pendidikan kejuruan secara khusus disusun untuk memberikan keterampilan dan 

pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di sektor industri. Motivasi penelitian 

ini berawal dari isu pengangguran di kalangan individu yang berpendidikan tinggi yang 

mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya 

implementasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi SMK agar sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Mengimplementasikan metodologi kualitatif, khususnya 

mengadopsi strategi kompetensi, untuk menyelidiki secara menyeluruh faktor yang 

mendasari masalah pengangguran. Selain itu, studi ini juga berupaya untuk mengeksplorasi 

potensi efektivitas kebijakan Kompetensi sebagai opsi yang layak untuk mengatasi masalah 

ini. Temuan yang didapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kebijakan 

hubungan dan penyelarasan, khususnya terkait dengan pendekatan Penggalian komptensi 

yang ada di SMK. Melalui strategi tersebut, SMK dapat memastikan kompetensi yang paling 

dalam pasar tenaga kerja, serta mengidentifikasi kompetensi yang paling diminati oleh pasar 

tenaga kerja. 
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Abstract 
In connection with the ongoing initiatives of the Government of the Republic of Indonesia, especially 

the programs implemented by the Directorate General of Vocational Education, there is a focus on 

building Vocational High School (SMK) and Industrial Competency Extraction. Vocational 

education is specifically structured to provide practical skills and knowledge that can be directly 

applied in the industrial sector. The motivation of this study originated from the issue of 

unemployment among highly educated individuals who received considerable attention from the 

public. Therefore, it is necessary to implement policies aimed at increasing the relevance of 

vocational schools to suit market needs. Implement qualitative methodologies, in particular adopting 

competency strategies, to thoroughly investigate the underlying factors of the unemployment 

problem. In addition, the study also seeks to explore the potential effectiveness of Competency 

policies as a viable option to address this issue. The findings obtained provide a comprehensive 

understanding of relationship and alignment policies, especially related to the competency 

exploration approach in SMK. Through this strategy, SMK can ensure the most competencies in the 

labor market, as well as identify competencies that are most in demand by the labor market. 
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PENDAHULUAN  

       Total angkatan kerja bulan Februari 2023 adalah 146,62 juta, bertambah 2,61 juta 

dari Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 0,24 poin. Pekerja 

yang terdampak belum mendapatkan akomodasi pekerjaan yang sesuai. Lulusan universitas 
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memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar yaitu 4,80% pada tahun 2022. 

Lulusan SMK menyusul dengan 9,42%, lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan 

8,57%, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dengan 5,95%, dan lulusan sekolah dasar 

(SD) dengan 3,59%. Pada tahun 2020, 13,55 persen lulusan SMK bekerja, dibandingkan 

dengan 11,13 persen pada tahun 2021. 

Siswa mendaftar di lembaga pendidikan dan memilih bidang studi tertentu dengan 

aspirasi untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja. Salah satu faktor penentu penting untuk 

mencapai kesuksesan di pasar tenaga kerja adalah kapasitas untuk secara efektif 

meningkatkan investasi pendidikan yang dilakukan selama masa sekolah untuk prospek 

pekerjaan di masa depan (Robst,2017). (Sloane, 2013). 

Ketika seseorang dipekerjakan dalam peran yang berada di bawah tingkat 

pendidikannya, ada potensi pemanfaatan yang kurang dari bakat yang diperoleh melalui 

sekolah formal. Ketidaksesuaian pendidikan dapat terjadi dalam dua cara: ketidaksesuaian 

vertikal, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah pendidikan yang diperoleh 

dan persyaratan pekerjaan, dan ketidaksesuaian horizontal, yang mengacu pada 

ketidaksesuaian antara bidang studi yang dikejar dan profesi yang dijalani. Pentingnya fokus 

pada topik studi tertentu terletak pada kapasitasnya untuk memfasilitasi pemeriksaan 

keahlian yang beragam. Pendidikan, selain menanamkan sumber daya manusia yang luas, 

juga menawarkan keterampilan khusus yang disesuaikan dengan persyaratan pekerjaan 

tertentu dalam pasar tenaga kerja (Hersch, 2012; Walters, 2014) 

  Secara efektif adanya masalah ketidaksesuaian pendidikan sebagian besar berasal dari 

ketidaksesuaian pasokan tenaga kerja. Selain mengetahui penyebab utama ketidaksesuaian 

pendidikan, sangat penting untuk memastikan konsekuensi dari lulusan yang mengandung 

missmatch latar belakang pendidikan mereka. Memang, prevalensi ketidaksesuaian 

pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan tingkat pengangguran. 

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup besar dalam upayanya 

untuk menciptakan tenaga kerja yang cakap dan berkompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja 

global, khususnya di industri. Tantangan yang ada mencakup dua dimensi utama: institusi 

pendidikan dan pasar tenaga kerja. Hal ini dapat dikaitkan dengan manajemen pendidikan 

yang tidak memadai dan kurangnya kompetensi di antara para lulusan. Akibatnya, hal ini 

mengakibatkan kelangkaan tenaga kerja terampil yang signifikan di empat sektor utama, 

yaitu maritim, pertanian, pariwisata, serta industri kreatif. 

Kebijakan ini telah diimplementasikan dan dikembangkan dengan tujuan untuk 

meningkatkan keselarasan antara SMK dengan kebutuhan tenaga kerja, sektor bisnis, dan 

industri. Peningkatan terhadap keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar 

tenaga kerja di tahun mendatang dengan berfokus pada penyediaan sumber daya menjadi 

pendekatan yang lebih selaras dengan permintaan pasar. Kebijakan ini mengandung dua 

tujuan yang berbeda, yang secara khusus menargetkan tingkat SMA dan SMK. Program 

Kementerian Pendidikan bertujuan untuk mengubah distribusi siswa antara SMA dan SMK 

dari rasio 70:30 menjadi 30:70. Di tingkat sekolah menengah, ada harapan bahwa industri 

akan secara aktif berkontribusi pada pengembangan program pelatihan khusus dan 

berkolaborasi dalam pendirian institusi khusus industri. 

Pembentukan hubungan yang kuat dan keselarasan antara lembaga pendidikan dan 

dunia kerja secara luas dipandang sebagai skenario yang ideal. Konsep ini bertujuan untuk 
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membangun hubungan yang mulus antara penyedia tenaga kerja dan mereka yang 

membutuhkannya. Universitas memiliki kapasitas untuk membangun kemitraan timbal balik 

di mana mereka dapat merancang kurikulum yang selaras dengan tuntutan dan persyaratan 

tenaga kerja. Aplikasi praktis dari kebijakan penggalian kompetensi diwujudkan dalam 

bentuk program magang. Tujuan dari program itu adalah untuk memastikan adanya 

keuntungan bersama bagi sektor ini dan para pemangku kepentingan yang terlibat. Saat ini, 

terdapat persepsi umum bahwa program magang hanya menguntungkan institusi dan 

mahasiswa, sementara menyebabkan ketidaknyamanan bagi industri. 

Berdasarkan premis bahwa peningkatan pengangguran dapat dikaitkan dengan 

kekurangan dalam sistem pendidikan, maka sangat penting untuk mengadopsi strategi 

khusus dalam bidang pendidikan. Secara khusus, konsep Peningkatan Komptensi harus 

direvitalisasi dalam sistem pendidikan supaya mampu menciptakan keterkaitan yang 

berguna pada dunia pendidikan dan sektor industri. Dengan mengembangkan sistem 

pendidikan yang sukses di Indonesia, kualitas industri dapat ditingkatkan, dan sebaliknya, 

industri dapat secara aktif berkontribusi pada kemajuan pendidikan kejuruan dan teknik 

berbasis kompetensi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menyajikan manfaat dengan 

menyediakan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. 

 

METODE PENELITIAN 

Implementasi metode kualitatif dalam kerangka strategi yang meneliti berbagai elemen 

yang berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki, yang berfokus pada korelasi dan 

efektivitas kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran di kalangan pekerja 

terdidik. Penekanan yang signifikan ada pada kebijakan Peningkatan Kompetensi, dengan 

menelitinya sebagai kasus yang spesifik. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber 

yang relevan dan beragam, serta temuan-temuan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Peningkatan Kompetensi dimulai pada tahun 1989. Pemeriksaan data statistik 

menyajikan fakta adanya tingkat pengangguran yang signifikan, sejumlah besar lowongan 

pekerjaan yang tidak terisi, dan tingkat kompetensi pekerja yang rendah. Selain itu, analisis 

data sakernas, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mengindikasikan adanya 

ketidaksesuaian yang terus-menerus antara tingkat pendidikan dan persyaratan keterampilan 

di pasar tenaga kerja. Ketidaksesuaian ini terutama terlihat di antara individu dengan 

kualifikasi pendidikan tinggi. Adanya kesenjangan antara kualifikasi pendidikan individu 

dan kesempatan kerja yang sesuai telah terbukti berdampak negatif pada berbagai aspek, 

termasuk tingkat pendapatan, kepuasan kerja, dan tingkat perputaran pekerja. Konsekuensi-

konsekuensi ini, pada gilirannya, telah diamati berdampak buruk pada produktivitas pekerja. 

Penelitian terdahulu mengenai fenomena ketidaksesuaian pendidikan dan pekerjaan. 

Penelitian-penelitian ini telah menunjukkan dampak signifikan dari ketidaksesuaian tersebut 

terhadap efektivitas pengeluaran yang dilakukan di sektor pendidikan publik dan swasta. 

Telah diamati bahwa ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan tidak hanya 

memengaruhi gaji tetapi juga berimplikasi pada berbagai keluaran dan hasil tenaga kerja. 
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 Ketidakcukupan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dikaitkan dengan 

kendala keuangan, yang muncul dari pertumbuhan dan perubahan yang cepat dalam bisnis. 

Sebaliknya, sektor pendidikan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan cepat 

terhadap kemajuan ini. Selain itu, kurikulum tidak selaras dengan kondisi regional atau lokal 

yang spesifik. Selain itu, masalah penting yang muncul adalah tidak adanya koordinasi yang 

efektif antara lingkup Pendidikan dengan lingkup industri. Terdapat kekurangan 

penggambaran yang tepat dan tegas mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

industri. Perlu dicatat bahwa terdapat kelangkaan kesempatan kerja yang tersedia bagi 

individu yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Akibatnya, sejumlah 

besar dari mereka menjadi operator di berbagai industri, meskipun tidak sesuai dengan 

kualifikasi pendidikan mereka. 

Berdasarkan temuan-temuan dari studi tersebut di atas, jelaslah bahwa masih ada 

banyak area yang harus diupayakan perbaikannya oleh pemerintah. Aspek awal 

menunjukkan korelasi yang kuat dengan aspek-aspek berikutnya. Dengan kondisi yang ada, 

apakah kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan link and match, dapat 

diimplementasikan dalam skenario ini. 

 
Gambar 1 Konsep Link and Match 

Idealnya, keberhasilan implementasi program Peningkatan Komptensi memerlukan 

keterlibatan tiga komponen utama secara simultan: Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan 

Tinggi, sektor korporasi, dan pemerintah. Jika implementasi strategi ini berhasil, akan 

didapat manfaat dari penurunan tingkat pengangguran, terutama di antara individu. Krusial 

bagi Pemerintah untuk secara tekun menjunjung tinggi keterkaitan antara dunia akademis 

dan dunia kerja, untuk memastikan transfer informasi yang efektif dari universitas ke dunia 

kerja. Hal ini idealnya akan meningkatkan keefektifan dan keampuhan program peningkatan 

komptensi dan memuaskan untuk pemangku kepentingan yang terlibat. 

 Pendidikan formal maupun non-formal berusaha mencapai hasil yang optimal dan 

memberikan hasil yang memberikan pengaruh yang baik dalam dunia pendidikan dan 
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organisasi secara luas. Tujuan prioritas SMK adalah mengembangkan tenaga kerja dengan 

tingkat kemahiran, keahlian, dan keterampilan yang unggul (Gaeta, Lavadera, & Pastore, 

2017). Tanggung jawab para pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan sistem 

pendidikan yang efektif agar selaras dengan tuntutan industri dan kebutuhan masyarakat, 

dengan tujuan meminimalisir pengangguran di antara lulusan SMK , seperti yang telah 

dibahas (Russo, 2017). Dalam lanskap kontemporer, sektor bisnis dan industri mengalami 

pertumbuhan eksponensial, yang secara konsisten didorong oleh keharusan untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara SMK 

yang mendorong pengembangan Sumber daya manusia terampil untuk industri yang mencari 

tenaga kerja dengan kecakapan optimal. 

 
“Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pendidikan Kejuruan”  maka Pemerintah telah 

melakukan upaya untuk memastikan bahwa kurikulum sekolah vokasi selaras dengan 

kebutuhan industri. Mengingat munculnya industri 4.0 yang menjadikan integrasi teknologi 

digital di semua tahap proses produksi, sangat penting bagi lulusan masa depan untuk 

memiliki kemampuan beradaptasi secara efektif dengan kemajuan teknologi ini dalam karir 

profesional mereka. Strategi Pemerintah untuk mencapai tujuan program peningkatan 

kompetensi yaitu peningkatan sumber daya manusia dengan fokus pada pengembangan yang 

berorientasi pada kualitas. Dunia pendidikan perlu membina kolaborasi dengan semua 

pemangku kepentingan dalam dunia kerja, termasuk industri. 

Disamping kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan di atas, keberhasilan 

implementasi program peningkatan kompetensi unggulan dapat dikaitkan pada 

kemampuannya untuk menghasilkan beberapa manfaat, termasuk peningkatan kemampuan 

siswa, peningkatan pengetahuan terkait pekerjaan dan kemahiran dalam sains dan teknologi, 

serta meningkatkan kepercayaan diri dalam persaingan kerja.  

Straregi dalam mewujudkan kebijakan Peningkatan Kompetensi 

Menurut Jusuf Enoch (1992: 90), di banyak negara, ada keyakinan yang berlaku bahwa 

pendidikan harus diarahkan pada pengembangan dan penyediaan tenaga kerja yang mahir 

untuk memfasilitasi kemajuan di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan 

industri. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya bagi para perencana pendidikan untuk 

melakukan upaya dalam menilai kuantitas dan kualitas tenaga kerja untuk pembangunan 

nasional. Secara teoritis, pendekatan ini menekankan pada korelasi antara lulusan sistem 

pendidikan dan persyaratan pasar tenaga kerja. Namun, pendekatan ini bukannya tanpa 
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keterbatasan. Ada tiga kelemahan utama. Pertama, memiliki peran yang terbatas dalam 

perencanaan pendidikan karena mengabaikan keberadaan SMA, yang dapat mengakibatkan 

pengangguran. Sebaliknya, pendekatan ini ada di SMK. Kedua, bergantung klasifikasi 

berdasarkan penawaran. Terakhir, tujuan dari pendekatan ini semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja, tanpa memperhatikan fakta bahwa permintaan pasar tenaga kerja 

berkembang dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan zaman (Usman, 2012:59). 

Menurut Soesilowati (2009), teknik dasar yang diperkirakan mampu diperoleh dari 

kategorisasi menyeluruh dari kesulitan link and match.: 

1) Penting untuk melakukan evaluasi dan restrukturisasi yang komprehensif terhadap 

berbagai instrumen hukum yang beragam, yang mencakup peraturan daerah interaksi dan 

keselarasan antara pendidikan tinggi dan industri. Dalam skenario khusus ini, titik fokus 

utama berkaitan dengan kerangka kerja legislatif dan SOP yang mengatur keharusan 

kolaborasi, serta dampaknya, di dalam ranah pendidikan tinggi, sektor industri dan badan-

badan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat.  

2) Untuk membangun hubungan antar lembaga dan memastikan kewenangan mereka, sangat 

penting untuk mengidentifikasi badan-badan pemerintahan yang relevan, seperti Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kadin, dan berpotensi membentuk entitas baru yang 

mewakili tiga pihak yang disebutkan di atas. Proses ini harus dilakukan dalam kerangka 

hukum, termasuk sumber untuk mendukung inisiatif seperti program CO-OP yang sudah ada 

dan mitra-mitra regionalnya. Hal ini akan memungkinkan para lulusan untuk membangun 

perusahaan mereka sendiri dan menciptakan peluang kerja. 

3) Pendekatan lainnya adalah dengan menerapkan penegakan hukum, untuk memastikan 

bahwa semua upaya untuk meningkatkan kompetnsi dilakukan sesuai dengan peraturan 

hukum, sehingga memudahkan pelaksanaannya secara efektif. 

4) Untuk mengurangi surplus tenaga kerja berpendidikan tinggi, sangat penting bagi 

pemerintah untuk melakukan intervensi dengan tujuan mendorong pertumbuhan investasi di 

sektor-sektor yang sedang berkembang. 

 

KESIMPULAN 

Melalui pemanfaatan Peningkatan Komptensi, Pendidikan Kejuruan dapat memastikan 

kompetensi utama yang dicari oleh pasar tenaga kerja, serta mengidentifikasi kompetensi 

yang paling banyak diminati di pasar tersebut. Metodologi yang digunakan untuk 

mengimplementasikan peningkatan komptensi mencakup pendekatan sosial dan pendekatan 

yang berorientasi pada pekerjaan. Pendekatan sosial adalah kerangka kerja teoritis yang 

berpusat pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat dan mempromosikan akses 

yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Pendekatan ketenagakerjaan adalah strategi 

yang menekankan pada hubungan antara lulusan sistem pendidikan dan kemampuan mereka 

untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

hidup mereka. 

Peran pendidikan formal dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah diakui 

secara luas, dan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terletak pada 

produktivitas tenaga kerja. Diasumsikan bahwa tingkat kualitas pendidikan yang lebih tinggi 

akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga memberikan dampak yang lebih 

besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 

Salah satu teknik penting untuk meningkatkan Kompetensi adalah pembentukan 

kerangka hukum yang disertai dengan sanksi yang mengatur keefektifan hubungan 



Volume 6 No 6 Tahun 2023 | 115 
 

 

 

 

 

kolaboratif yang terukur, komprehensif, dan bertahan lama antara kompetensi dalam jangka 

panjang. 
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